5.1

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan Prakterk Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang

dilakukan pada tanggal 7 April sampai 10 Mei 2025, dapat diperoleh

Kesimpulan sebagai berikut :

1.

5.2

Adanya praktek kerja di apotek dapat meningkatkan pemahaman
calon Apoteker tentang fungsi apoteker, peran, posisi dan tanggung
jawab apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di
apotek.

Adanya praktek kerja di apotek dapat meningkatkan pemahaman
calon apoteker tentang cara pengelolaan apotek dibidang pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi.
Adanya praktek kerja di apotek dapat memberikan wawasan,
keterampilan, pengetahuan dan pengalaman bagi calon apoteker

dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

Saran

Calon apoteker dapat mempersiapkan diri dan mempelajari
wawasan terkini terkait informasi obat,

Calon apoteker dapat sering berlatih dalam menghadapi kasus
swamedikasi agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang

semakin bertambah.
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